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ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari dibutuhkan landasan ekonomi yang

kuat dan berkesinambungan agar Kkelansungan  hidup dalam  keluarga  dapat
(ercukupi. Landasan chonomi vang kuat harus dibarengi dengan usaha yang kuat,
Juga serta modal usaha yang mumpuni agar prekonomian keluarga semakin maju.
Untuk mendapatkan modal usaha dalam perkonomian keluarga umumnya melalui
laba hasil usaha yang diperoleh dalam usaha, pinjaman dari rckan usaha atau
lembaga keuangan yang diakui oleh pemerintah (perbankan). Untuk memperoleh
pinjaman Khususnya pada lembaga keuangan perbankan umumnya memerlukan
1amman berupa benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagai
salah satu syarat dalam proses perjanjian akad kredit. Benda yang menjadi jaminan
tersebut itu akan diberikan pembebanan hak tanggungan sebagai pengganti sita
Jaminan, apabila pihak peminjam (debitur) tidak dapat melakukan pembayaran
setiap bulannya sesuai dengan perjanjian akad kredit yang telah disepakati bersama
antara peminjam (debitur) dengan penyedia dana (kreditur/Perbankan). Karna
benda vang dibebankan hak tanggungan menyertai perjanjian kredit yang
diserahkan olch debitur kepada kreditur sebagai jaminan pengganti pembayaran
pada saat debitur tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjnjian
disepakati (cedera janji/ wanprestasi), maka pihak kreditur (perbankan) sangat
perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerima benda yang menjadi
jaminan pembebanan hak tanggungan yang menyertai sctiap perjanjian Kredit
perbankan sebelum terjadinya akat kredit. Untuk nenjalankan prinsip kehati hatian
dalam setiap perjanjian kredit perbankan, pemerintah sudah membentuk aturan
vang telah  disahkan dan diakui untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat
melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PB1/2010 tentang prinsip kehati-
hatian dalam mealaksanakan keagenan, serta aturan hukum tentang Penyaluran
Kredit Perbankan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang  Perbankan. Prinsip  kehati-hatian  menuntut  pthak  perbankan  untuk
mempertimbangkan dengan cermat dan tehitt semua resiko yang terkait dengan
pemberian kredit untuk memastikan Keberlanjutan bisnis serta menjaga stabilitas
sistem keuangannya sccara keseluruhan, Namun dalam penerapan prinsip kehati
hatian ini terhendala dengan tidak transparannya informasi vang diberikan oleh
pihak debitur kepada kreditur pada saat penganalisaan dokumen dan analisis
lapangan schelum dilakukannya akad Kredit perjanjian, permainan antara pihak
marketing dengan debitur demi meloloskan pengajuan Kredit tersebut. Sehingga
dapat terjadi masalah  dikemudian  hari, masalah-masalah  tersebut  timbul
dikarenakan benda vang dijadikan sebagal jaminan yang terikat hak tanggungan
bisa saja dalam perolehan haknya terjadi ketimpangan hukum, misal jual beli yang
tidak sah ataupun dari pewarisan yang cacat hukum.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Prinsip Kehati-hatian, Kredit,
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